BAB I1
UNDANG-UNDANG NO. 322004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG

A. Undang-Undang No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 32/2004 tentang pemerintahandbaeukanlah
produk Undang-undang yang lahir dari ruang hampalaldg-undang ini lahir
atas pergulatan pemikiran dan implementasi siseamepintahan daerah sejak
Indonesia dilahirkan.
1. Sgarah Tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia

Secara historis eksistensi pemerintahan daefah tékenal sejak
masa pemerintahan kerajaan-kerajaan nenek moydmdudgampai pada
sistm pemerintahan yang di berlakukan oleh pensarimenjajah, baik
pemerinah Kolonialisme Belanda, Portugis, Spanyoggris maupun
Jepang.

Demikian pula mengenai sistem kemasyarakatan dawmnan
pemerintahannya mulai dari tingkat desa, kampumgyrinatau dengan
istilah lainnya sampai pada puncak pimpinan pertarinDi samping itu
upaya membuat perbandingan sistem pemerintah yentekb di beberapa
negara lain, juga amat penting untuk di jadikantipdrangan bagi
pembentukan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang sejarah di atas, makaerpgah

Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Republigresia pada tanggal
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17 Agustus 1945, merancang UUD yang di dalamnyagaten secara
eksplisit tentang pemerintahan daerah. Hal-halkeiihat dalam pola pikir
dan usulan-usulan yang terungkap sewaktu para npeRdpublik the
founding fathersini mengadakan sidang-sidangnya dalam mempeiasmnpk
Undang-Undang Dasarnya, yang kemudian di kenal aterigndang-
Undang Dasar 1945.

Dalam perjalanan tentang penerapan sistem pemeaimtaerah di
Indonesia, pada babak terbukanya kran demokrasi esaareformasi,
muncul tuntutan dari berbagai elemen masyarakatkumembuat sistem
pemerintahan daerah yang semula dikendalikan céahmepntahan pusat
kepada sistem yang memberikan kebebasan pada pahelaerah untuk
mengelola dan memajukan daerahnya tanpa banyakvent dari
pemerintah pusat. Tuntutan ini yang kemudian bargi&knal dengan
kebijakan otonomi daerah. Dari latar belakang imilindang-undang No.
32/2004 tentang Pemerintahan Daerah lahir sebaggempurna bagi UU
sebelumnya, yakni UU No. 22/1999 tentang pemerartdbaerah.

Kebijakan otonomi daerah ini merupakan perwujudanm cita-cita
dari para founding fathers bangsa ini, yakni teadlnya kedaulatan
rakyat. Mohammmad Hatta pernah mengatakan bahdaukstan rakyat
harus ditanam di dalam hati rakyat. Baginya kedanlaakyat indonesia
berbeda dengan Barat, karena kedaulatan rakyatndésdo tidak

individualistik melainkan berdasar pada "rasa beesa Kedaulatan rakyat

! Sarundajang, S.HArus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerdhkarta: Pustaka sinar Harapan,
2002, him. 21-22.
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berarti setiap orang bebas untuk menentukan hidumpndasa depannnya
sendiri. Namun tidak dapat berhenti pada arti sahg&rsebut, sebab bila
demikian kedaulatan yang satu dengan yang lain Bkamenturan. Oleh

karenanya prinsip kebebasan dalam kedaulatan rakgais dibatasi

dengan prinsip persamaan, sehingga tidak satupdimido dapat hidup

sebebas-bebasna.

Selain itu Pelaksanaan otonomi daerah atau setlisgput juga
desentralisadi mempunyai tujuan utama untuk membebaskan
pemerintahan daerah dari beban-beban yang tidék galam menangani
urusan domestik, sehingga ia berkesempatan untuknpeiejari,
memahami, merespon berbagai kecenderungan glolal miEngambil
manfaat dari padanya. Pada saat yang sama perhepimsat diharapkan
lebih mampu berkosentrasi pada perumusan kebijakakro nasional
yang bersifat strategfs.

2. Ruang Lingkup UU No. 32/2004

Dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerda bi
diklasifikasikan memuat beberapa perubahan mendasdang sistem
pemerintahan daerah dibandingkan dengan UU tenpmrgerintahan

daearah sebelumnya. Pada prinsipnya UU No. 32/#00vderombak dan

2 M. Arif Nasution, Demokratisasi dan Problema Otonomi Daer&andung : Manadar
Maju, 2000, him. 9.

% Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintiterah tingkat atasnya kepada daerah
menjadi urusan rumah tangganya. Lihat dalam B.NbMg Kamus Politik Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 2005, him. 123.

* Drs. Syaukani, dkkQtonomi Daerah dalam Negara kesatu¥ogyakarta: 2003 Cet. |Il,
him. 172.
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menyempurnakan atas kebikajan tentang sistem peatiatesin daerah yang
lama. Adapun UU No. 32/2004 ini memuat ruang lingkebagai berikut:
a. Pembentukan Daerah Dan Kawasan Khusus.
b. Pembagian Urusan Pemerintahan.
c. Penyelenggaraan pemerintahan.
d. Kepegawaiaan Daerah.
e. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
f. Perencanaan Pembangunan Daerah.
g. Keuangan Daerah.
h. Pembinaan dan Pengawasan.
i. Kawasan Perkotaan.
j. Pemerintah Desa.
k. Pertimbangan dalam kebijakan otonomi Da€rah.
B Pe
milihan Kepala Daerah Secara L angsung
Pembahasan pada bagian ini merupakan bagian dahdJ32/2004
tentang pemerintahan daerah pada Bab IV tentangyefmmggaran
pemerintahan bagian kedelapan tentang pemilihaalkegaerah dan wakil
kepala daerah.
1. Landasan Yuridis
Adanya kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 22 TaB99

telah disadari oleh para wakil rakyat yang dudukM®R RI dengan

® Lebih jelasnya dapat dilihat dalam UU No. 32/2@9#ang pemerintahan daerah.
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melahirkan ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentandcomeendasi
kebijakan dan pnyelenggaran otonomi daerah. Di s&gnp, adanya
amandemen UUD 1945 yang telah mengubah Bab IVrigriR@mrintahan
Daerah dengan pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 Bb&en Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang susunan dan kkdndVPR, DPR,
dan DPRD menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2088gydi
dalamnya tidak lagi tercantum kewenangan DPRD unteknilih kepala
daerah. Pilkada secara langsung juga di jiwai #lakal 1 ayat 2 UUD
1945 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dsaa#kan menurut
UUD” dan pasal 18 ayat 4 UUD 1945 "Gubernur dan iWéaa masing-
masing sebagi Kepala Pemerintahan Daerah PropiaBypaten dan Kota
di pilih secara demokratis”. Ketentuan-ketentualaimyang menjadi dasar
hukum secara umum bagi pelaksanaan pilkada sesaysung.

Secara operasional pelaksanaan pilkada secarautanglah
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jmadbalV bagian
kedelapan Pasal 56 sampai dengan Pasal 119 didaulgpraragraf kesatu
tentang pemilihan sampai paragraf ketuju tentantgentean pidana.
Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengatdkPUD
sebagai penyelenggara pilkada dan Undang-UndangoN@® Tahun
2003 yang menyatakan DPRD sebagengawasdengan membentuk

panitiapengawas

® Haw. Widjaya,Penyelenggaraan Otomi di Indonesia, Dalam Rangksiaigasi UU No.

32/2004 tentang Pemerintahan daerdakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005, him. 121-12
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2. Asas-asas Pilkada L angsung

Salah satu ciri sistem pilkada yng demokratis dapdthat dari
asas-asas yang dianut. Asas adalah salah satupiiakn untuk suatu
kasus atau suatu jalan dan sarana untuk mencipgalan tata hubungan
atau kondisi yang kita kehendaki. Asas pilkada adgbangkal tolak
pikiran untuk melaksanakan pilkada. Dengan kata, l@isas pilkada
merupakan prinsip-prinsip atau pedoman yang haragvamai proses
penyelenggaraan. Asas pilkada juga berarti jalan sarana agar pilkada
berjalan secara demokratis. Dengan demikian, ases-pilkada harus
tercermin dalam tahapan-tahapan kegiatan ataujeditehkan secara
teknis dalam elemen-elemen kegiatan pilkada.

Asas yang dipakai dalam pilkada langsung samaspdesigan asas
yang di pakai dalam pemilu 2004, langsung, umurbabgerahasia, jujur
dan adil. Rumusan mengenai asas-asas pilkada lapdsettuang dalam
pasal 56 Ayat (1) UU No. 32/2004 dan di tegaskambeadi pada pasal 4
Ayat (3) PP No. 6/2005. Selengkapnya bunyi pasay# (1) berbunyi:

"kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih mhalaatu

pasangan calon yang di laksanakan secara demokeatiasarkan

asas langsung, umum, bebas,, rahasia, jujur dan ail
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Dengan asas-asas tersebut, dapat di katakan baliadap
langsung di Indonesia telah menggunakan prinsipsjgri yang berlaku
umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabiitikpgang terbuka’

3. Penyelenggara Pilkada L angsung
Berbeda dengan penyelenggaraan pemilu legislatif mmilu presiden
dan wakil presiden yang memposisikan KPU -yangita¢nsasional, tetap
mandiri- sebagai pemegang mandat tunggal penyedeagg, UU No.
32/2004 membagi kewenangan penyelenggaraan pileadaung kepada
tiga institusi, yakni DPRD, KPUD dan Pemerintah @&e Secara
fungsional, kedudukan ketiga institusi tersebubbda menurut tugas dan
wewenangnya.
a) DPRD merupakan pemegang otoritas politik.
Dimaksud dengan pemegang otoritas politik adalalwbaDPRD
merupakan representasi rakyat yang memiliki kedanldan mandat
kepada penyelenggaraan pilkada langsung, berwwndberitahuan
mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerahd&ekepala
daerah dan KPUD. Karena mekanisme itu bersifattipolprosedur
tersebut berimplikasi pada kekuatan hukum penyel&@g) namun
tidak berimplikasi pada pertangungjawaban secakarhu
b) Pemerintah Daerah menjalankan fungsi fasilitasi
Pemerintah daerah berkewajiban memberikan fasifitases pilkada

langsung meliputi bidang anggaran, personalia ddmjdkan sebagai

" Joko J. Prihatmokd?emilihan Kepal Derah Langsung; Filosofi, SistemnCrroblema
Penerapan Di Indonesi&ogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, him. 206.
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eksekutif. Selain itu, ada beberapa tugas teknisg ydarus
dilaksanakan untuk menunjang pelaksanan tahapaat&ef)

c) KPUD sebagai pelaksana teknis

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagaiman#udia
dalam UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (21) adp&hegang
wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan kepakxratdadan
wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atawkakten/kota. KPUD
di setiap tingkatannya dalam menyelenggarakan pemilkepala
daerah bertanggung jawab kepada DPRD yang bersamgi{uU No

32/2004 Pasal 57).

Sebagai penyelenggara pilkada, KPUD memiliki tugas
wewenang yang diatur dalam UU No. 32/2004 Pasala(1§%
meliputi:

a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepalatddarawakil
kepala daerah;

b. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepdaald dan
wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yangr di@iam

perundang-undangan;

8 Ibid, him. 221-224.

° Lebih jelasnya dapat dilihat dalam UU No. 32/2@8#tang pemerintahan daerah, pada bab
IV Penyelenggaraan Pemerinyahan bagian kedelap@amgepemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah pasal 66 ayat 1 (satu).
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c. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengeraatkmua
tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dai kegala
daerah;

d. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kgmpserta
pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan waphla
daerah;

e. Meneliti persyaratan partai politik atau gabungaartg politik
yang mengusulkan calon;

f. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan waphla daerah
yang diusulkan;

g. Menetapkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan

h. Menerima pendaftaran dan pengumuman tim kampanye;

I. Mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;

j. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suaran da
mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wadphla
daerah;

k. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilkepala
daerah dan wakil kepala daerah;

|. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diaghr meraturan
perundang-undangan;

m.Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudithada

kampanye dan mengumumkan hasil audit.
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4. Pengawasan dan Pemantauan Pilkada L angsung

Lembaga pengawas pilkada langsung dikenal denganitigpa
pengawas (Panwas) pilkada langsung. Unsur-unsumwgsanpilkada
langsung mencakup kejaksaan, kepolisian, pers,up&g tinggi dan
tokoh masyarakat. Panwas Pilkada langsung dibentd&n
bertanggungjawab kepada DPRD. Ketentuan tersebpeét dditafsirkan

bahwa secara struktural kedudukan panwas setidgkagan KPUD.

Sesuai dengan pasal 66 Ayat (4) UU No. 32/2004as dan

wewenang panwas terdiri dari:

a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemildy@aiakdaerah

dan wakil kepala daerah;

b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundadgrgm

pemiliahan kepala daerah dan wakil kepala daerah,;

c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyebrago

pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapaedakan kepada

instansi yang berwenang; dan

e. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasda semua

tingkatan.
Sedangkan kewajiban panwas adalah sebagai berikut:

a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara
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b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan seki#ta a

c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan mgmdiepada

pihak yang berwenang; dan

d. Menyampaikan laporan kepada DPRD atas pelaksanams tpada

masa akhir masa tugas.

Keberadaan pemantau sangat diperlukan agar pe&ksa pilkada
langsung sesuai ketentauan perundang-undangan.siFpagantau
antara lain menjadi kontrol sehingga pilkada langsuberjalan
demokratis. Pemantau pilkada langsung yang ditantukialam
perundangan adalah lembaga swadaya masyarakatadan bukum
dalam negeri. Pemantau harus bersifat independenndampunyai
sumber dana yang jelas. Sebelum menjalankan tugasrereka harus
mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi darURP Pemantau

memilki kewajiban:

a. Menyampaikan laporan hasil pemantauan kepada KPaIDg
lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepalarataelan wakil

kepala daerah terpilih.
b. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan.

c. Pemantau pemilihan yang tidak memenuhi kewajiban/adau
tidak lagi memenuhi persyaratan dicabut haknyagagh@emantau.

dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perunaaaagan.

d. Tata cara untuk menjadi pemantau pemilihan dan ptman
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pemilihan serta pencabutan hak sebagaimana diatamd
peraturan pemerintafl.
C. Pelanggaran Pilkada
Secara garis besar pelanggaran-pelangaran dalaap sahapan
pelaksanaan Pemilihan kepala daerah secara landsipad diklasifikasikan
menjadi 2 (dua) pelanggaran, yaitu; (1) Pelanggadministratif, dan (2)
Pelanggaran Pidana. Meskipun dalam ketentuan ungzaeng No. 32 tahun
2004, maupun dalam undang-undang No.12 tahun 20@8tang
Pemerintahan daerah yang dijadikan dasar pelaksapemilihan kepala
daerah secara langsung, ada kalanya pelanggarantggadi merupakan
pelanggaran administratif saja, tetapi ada jugarnmgaran tersebut selain
merupakan pelanggaran administratif, juga merupgledanggaran pidarfa.
Pelanggaran administratif adalah pelanggaran-pgéaag terhadap
ketentuan, tata cara, dan persyaratan yang dittag&lam Undang-undang
Pemilihan Kepala daerah, yang tidak didefinisikabagai tindakan kriminal
dan tidak berkaitan dengan hukuman dan atau defoiasekwensi dari
pelanggaran administratif ini adalah gagalnya pgearcalon kepala daerah
dan wakil kepala daerah untuk mengikuti sebagihagan Pilkada dan atau
gagalnya pasangan calon kepala daerah dan wakdlekegaerah untuk
mengikuti tahapan pilkada, karena tidak memenydiad sebagaimana yang

diatur dalam UU No. 32 tahun 2004, dan UU No. 12uta2008, tentang

19 joko J. Prihatmok@pcit, him. 222-224.

1 Seperti pelanggaran konvoi atau arak-arakaalati jprotokol, kampanye yang dilakukan
oleh Pasangan calon atau tim kampanyenya diluaraJagang telah ditentukan, selain merupakan
pelanggaran administratif, juga merupakan pelagggidana.
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pemerintahan daerah. Selain itu, apabila pelanggagdaninistratif ini yang

berkaitan dengan pelanggaran tata cara kampanya, dag@at dikenai sanksi
oleh KPU daerah yang berupa; (1). Peringatan terpabila penyelenggara
kampanye melanggar larangan walaupun belum tergadigguan, (2).

Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadipglanggaran atau
diseluruh daerah pemilihan yang bersangkutan, Epdbrjadi gangguan

terhadap keamanan yang berpotensi menyebar kehdaamalihan lain.

Yang dimaksud dengan tindak pidana pilkada adakangkaian
tindak pidana yang diatur secara khusus dalam gangiundangan yang
mengatur tentang pilkada. Tindak Pidana yang diaaiem perundang-
undangan pilkada tidak selalu berupa tindak pidzara yang belum pernah
diatur dalam perundang-undangan lain. Beberapaakinpidana pilkada
merupakan tindak pidana yang sebelumnya sudahrdadlam KUHP,
seperti memalsukan surat (Pasal 26@ipney politic (Pasal 149), dan

sebagainya®

Di luar tindak pidana yang diatur dalam perundandamgan yang
mengatur tentang pilkada masih terdapat berbagdaki pidana yang dapat
terjadi di dalam atau yang berhubungan dengan pemygaraan pilkada.
Tindak pidana tersebut bisa dilakukan oleh masydrpkda umumnya atau
oleh peserta pemilu atau oleh penyelenggara pendkdangkan yang

dimaksud dengan perbuatan tindak pidana terselalatagerbuatan yang

12 http://fh.wisnuwardhana.ac,idNuruddin hady,Pelanggaran-Pelanggaran Pilkada &

Pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wadgdta Daerah Terpilihdiakses tanggal 10
Desember 2010.
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bertentangan dengan tata atau ketertiban yangetkiaki oleh hukum, yakni
perbuatan yang melawan (melanggar) hukéim.

D. Pelanggaran Tindak Pidana dalam Pilkada

Secara umum, keseluruhan tindak pidana dalam emilkepala
daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga berdasadtk&nNomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomoalint2008 Tentang
Perubahan Kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 Tgnt@emerintahan
Daerah* Tiga pengelompokan itu meliputi:
1. Tindak pidana yang berkenaan dengan penetapan pemilih dan
pemenuhan per syaratan peserta.

Tindak pidana yang berkenaan dengan penetapan ipedah
persyaratan peserta ini mengatur larangan-larabhgan perseoranagn,
baik calon pemilih, calon peserta dan petugas penggra pilkada
untuk tidak melakukan pemalsuan data, pemberiagrdagan palsu dan
melakukan ancaman kekerasan. Adapun secara riair dlalam pasal
115 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintalegrdh dan UU
Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atasNdithor 32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagabedkat:

a. Pasal 115 ayat (1) "Setiap orang yang dengan semgeajnberikan

keterangan palsu mengenai diri sendiri maupun orainy yang

13 Prof. Moelijatno, S.HAsas-Asas Hukum Pidanigkarta: PT rineka Cipta, cet ke-5, 1993,
him 2.

4 Lihat dalam UU No. 22/2004 tentang Pemerintahagr&adan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undangiynblomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
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diperlukan untuk pengisian daftar pemilih”. Pidggjara minimal 3
bulan dan maximal 12 bulan dan/atau denda mininpal3000.000,-
dan maximal Rp. 12.000.000,-

. Pasal 115 ayat (2) "Setiap orang yang dengan semgapyebabkan
orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yamegilngan hak
pilih tersebut mengadukan”. Pidana penjara minidalbulan dan
maximal 24 bulan dan/atau denda minimal Rp. 1200@): dan
maximal Rp. 24.000.000,-

. Pasal 115 ayat (3) "Setiap orang yang dengan semgemalsukan
surat yang menurut suatu aturan dalam UU ini diger untuk
menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untukakgn sendiri
atau orang lain sebagai seolah-olah surat sahtiai@k dipalsukan®.
Pidana penjara minimal 36 bulan dan maximal 72 rbwan/atau
denda minimal Rp. 36.000.000,- dan maximal Rp.J@2@0o0,-

. Pasal 115 ayat (4) "Setiap orang yang dengan semgapggunakan
atau menyuruh orang lain menggunakan surat yaa§ sdh, padahal
surat itu telah diketahuinya tidak sah". Pidanajgr@nminimal 36
bulan dan maximal 72 bulan dan/atau denda minirpaBR.000.000,-
dan maximal Rp. 72.000.000,-

. Pasal 115 ayat (5) "Setiap orang yang dengan kekeratau dengan
ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftamaifih
menghalang — halangi seseorang untuk terdaftargaeh@emilih

dalam pemilihan kepala daerah menurut UU ini". Ridgenjara
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minimal 12 bulan dan maximal 36 bulan dan/atau denthimal Rp.
12.000.000,- dan maximal Rp. 36.000.000,-

. Pasal 115 ayat (6) "Setiap orang yang Dengan senmgamberikan
keterangan palsu atau menggunakan surat palsuhsaala sebagai
surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan fersyaratan
untuk menjadi pasangan calon kepala daerah/wakidleedaerah”.
Pidana penjara minimal 36 bulan dan maximal 72 rbwan/atau
denda minimal Rp. 36.000.000,- dan maximal Rp.J@2@0o0,-

. Pasal 115 ayat (7) "Setiap orang yang dengan semgemberikan
keterangan palsu atau menggunakan identitas dilsupantuk
mendukung bakal pasangan calon perseorangan kdpelah dan
wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam p@saPidana
penjara minimal 12 bulan dan maximal 36 bulan dao/adenda
minimal Rp. 12.000.000,- dan maximal Rp. 36.000,000

. Pasal 115 ayat (8) "Anggota PPS, anggota PPK, amgg&®U
kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang denggngaja
memalsukan daftar dukungan terhadap calon persgaman
sebagaimana diatur dalam UU ini". Pidana penjaramal 36 bulan
dan maximal 72 bulan dan/atau denda minimal R@G®6000,- dan

maximal Rp. 72.000.000,-

i. Pasal 115 ayat (9) "Anggota PPS, anggota PPK, &agi®U

kabupaten/kota, dan anggota KPU provinsi yang desgagaja tidak

melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap raperseorangan
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sebagaimana diatur dalam UU ini". Pidana penjaramal 36 bulan

dan maximal 72 bulan dan/atau denda minimal R@G®6000,- dan

maximal Rp. 72.000.000,-

2. Tindak pidana yang berkenaan dengan kampanye
Tindak pidana yang berkenaan dengan kampanye mengat

larangan-larangan bagi perseorangan dalam hal jddwapanye, dana
kampanye, dan larangan bagi pejabat negara, peghdttural dan
fungsional dalam jabatan negeri dan kepala deskalmgranye untuk

salah satu calon pasangan. Adapun secara rincirdiatam pasal 116

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Dasgbhagaimana

berikut:

a. Pasal 116 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengejakukan
kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkéeh KPUD
untuk masing-masing pasangan calon, sebagaimarekslith dalam
Pasal 75 ayat (2)". Pidana penjara paling singkahdri atau paling
lama 30 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.0DO)- atau paling
banyak Rp. 1.000.000,-

b. Pasal 116 ayat (2) "Setiap orang yang dengan sengaejanggar
ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaidiaraksud
dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf ¢, hurdfwuf e dan huruf .
Pidana penjara minimal 3 bulan atau maximal 18 rbudan/atau

denda minimal Rp. 600.000,- atau maximal Rp. 6 00M-
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c. Pasal 116 ayat (3) "Setiap orang yang dengan sengajanggar
ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaidiaraksud
dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i, dan hjiddn Pasal 79 ayat
(1), ayat (3) dan ayat (4)". Pidana penjara minirbabulan dan
maximal 6 bulan dan/atau denda minimal Rp. 600-Ct@u maximal
Rp. 1.000.000,-

d. Pasal 116 ayat (4) "Setiap pejabat negara, pejstpaktural dan
fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desg gangan sengaja
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalar §&s&idana
penjara minimal 1 bulan atau maximal 6 bulan dan/atlenda
minimal Rp. 600.000,- atau maximal Rp. 6.000.000,-

e. Pasal 116 ayat (5) "Setiap orang yang dengan semgapgacaukan,
menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanydanRipenjara
minimal 1 bulan atau maximal 6 bulan dan/atau demdgamal Rp.
600.000,- atau maximal Rp. 6.000.000,-

f. Pasal 116 ayat (6) "Setiap orang yang memberi @i@uoerima dana
kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaindamaksud
dalam Pasal 83 ayat (3)". Pidana penjara minimabutan atau
maximal 24 bulan dan/atau denda minimal Rp. 20000@)- atau
maximal Rp. 1.000.000.000,-

g. Pasal 116 ayat (7) "Setiap orang yang dengan sengajerima atau
memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-piaag dilarang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), tdantadak
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memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam R&salyat
(2)". Pidana penjara minimal 4 bulan atau maximfabglan dan/atau
denda minimal Rp. 200.000.000,- atau maximal Rp0A.000.000,-

h. Pasal 116 ayat (8) "Setiap orang yang dengan semgeamberikan
keterangan palsu dalam laporan dana kampanye setzega
diwajibkan oleh UU ini". Pidana penjara minimalgat 2 bulan dan
maximal 12 bulan atau denda minimal Rp. 1.000.08&u maximal
Rp. 10.000.000,-

3. Tindak pidana yang berkenaan dengan pemungutan suara dan hasil
pemungutan suara
Tindak pidana yang berkenaan dengan pemungutaa daarhasil
suara mengatur larangan-larangan bagi perseorardglam hal
penggunaan kekerasan, politik uang, dan manipgasiungutan dan
penetapan hasil suara. Adapun secara rinci diatlandpasal 117 UU

Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerbhgaenana

berikut:

a. Pasal 117 ayat (1) "Setiap orang yang dengan semgapggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalamgjirsdseorang
yang akan melakukan haknya untuk memilih". Pidarenjgra
minimal 2 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau dendamal Rp.
1.000.000,- atau maximal Rp. 10.000.000,-

b. Pasal 117 ayat (2) "Setiap orang yang dengan semgamberi atau

menjanjikan uang atau materi lainnya kepada sesg@apaya tidak



37

menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangaonctdrtentu,
atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertsgtiingga surat
suaranya menjadi tidak sah". Pidana penjara mininaulan dan
maximal 12 bulan dan/atau denda minimal Rp. 1.@-0atau

maximal Rp. 10.000.000,-

. Pasal 117 ayat (3) "Setiap orang yang pada waknupgutan suara
dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang laiuku
menggunakan hak pilih". Pidana penjara minimal &% ¢han maximal
60 hari dan/atau denda minimal Rp. 100.000,- daximma Rp.

1.000.000,-

. Pasal 117 ayat (4) Setiap orang yang pada waktwipgutan suara
dengan sengaja memberikan suaranya lebih darkadtdi satu atau
lebih TPS". Pidana penjara minimal 1 bulan dan maki4 bulan

dan/atau denda minimal Rp. 200.000,- dan maximaRR®0.000,-

. Pasal 117 ayat (5) "Setiap orang yang dengan semngapggagalkan
pemungutaan suara”. Pidana penjara minimal 6 biddanmaximal 3
tahun dan/atau denda minimal Rp. 1.000.000,- dawimah Rp.

10.000.000,-

Pasal 117 ayat (6) "Seorang majikan atau atasarg yatak

memberikan kesempatan kepada seorang pekerja orgokberikan
suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjasebtertidak bisa
ditinggalkan". Pidana penjara minimal 2 bulan deaximal 12 bulan

dan/atau denda minmal Rp. 1.000.000,- dan maximpalB.000.000,-
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f. Pasal 117 ayat (7) "Setiap orang yang dengan semgaja waktu
pemungutan suara mendampingi seorang pemilih sgaig diatur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1)".n®igenjara
minimal 2 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau dendanal Rp.
1.000.000,- dan maximal Rp. 10.000.000,-

g. Pasal 117 ayat (8) "Setiap orang yang bertugas metmipemilin
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89 ayaef@jad sengaja
memberitahukan pilihan sipemilih kepada orang laiRitlana penjara
minimal 2 bulan dan maximal 12 bulan dan/atau dendanal Rp.
1.000.000,- dan maximal Rp. 10.000.000,-

h. Pasal 118 ayat (1) "Setiap orang yang dengan sengajakukan
perbuatan yang menyebabkan Pasangan Calon teneetuapat
tambahan suara atau perolehan suara suaranya degkuiPidana
penjara minimal 2 bulan dan maximal 1 tahun dan/denda minimal
Rp. 1.000.000,- dan maximal Rp. 10.000.000,-

i. Pasal 118 ayat (2) "Setiap orang yang dengan semgajusak atau
atau menghilangkan hasil pemungutan suara yanghsdiggel”.
Pidana penjara minimal 4 bulan atau maximal 2 tatamatau denda
minimal Rp. 2.000.000,- dan maximal Rp. 20.000.000,

j. Pasal 118 ayat (3) "Setiap orang yang karena katadga
menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutana syang
sudah disegel". Pidana penjara minimal 15 harimdarimal 2 bulan

dan/atau denda minimal Rp. 100.000,- dan maximallR)®0.000,
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k. Pasal 118 ayat (4) "Setiap orang yang dengan sengajgubah hasil
perhitungan suara dan/atau berita acara dan kattifasil perhitungan
suara". Pidana penjara minimal 6 bulan dan max8rtahun dan/atau
denda minimal Rp. 100.000.000,- dan maximal R@@A.@00.000,-

. Pasal 119 Jika tindak pidana dilakukan dengan $&ngéeh
penyelenggara atau pasangan calon Ditambah 1/3pdkma yang
diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, alsal P18.

E. Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada Perspektif Hukum Islam
Seperti yang telah disampaikan pada pendahuluawabaecara
spesifik, dalam hukum islam belum ditemukan pembahasecara eksplisit
tentang pelanggran tindak pidana pilkada. Hal ikagnakan persoalan
pilkada termasuk persoalan kontemporer saat inimU\e justru hal ini
menjadi tantangan tersendiri bagi umat islam untakemberikan
kontribusinya dalam memberikan sumbangsih pemikiesmtang pelanggran
tindak pidana pilkada berdasarkan ajaran-ajaraamislUntuk itu terlebih
dahulu diperlukan upaya untuk membedah seputar rhuiglam yang
menyangkut persoalan tindak pidafigh( jinayah), yang nantinya digunakan
sebagai landasan untuk merumuskan pandangan huddlamagslam terhadap
pelangggran tindak pidana dalam pemilihan kepataada
1. Pengertian Jinayah dan Jarimah
Hukum pidana Islam sering disebut dalam figih Isldengan
istilah jinayah atau jarimah. Jinayah merupakaralefmasdar) dari kata

jana. Secara etimologi jana berarti berbuat doaa atlah. Sedangkan
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jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuataahsdbalam hukum
positif kata jinayah lebih pupuler dengan istiladtiklatau tindak pidana.

Secara terminologi kata jinayah mempunyai bebepsgragertian,
diantaranya sebagaimana diungkapkan oleh Abdulr@ddiwdah yaitu,
“Perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuté&n mengenai jiwa,
harta benda atau lainnya*®

Pengertian jinayah juga sering digunakan dengalahsfarimah.
Jarimah menurut bahasa adalah masdar dari katagagang memiliiki
arti berbuat salah, sehingga jarimah mempunyai @etbuatan salah.
Sedangkan menurut terminologi, al mawardi mengantiya sebagai

berikut:

Bloshaedae 30 a ) Al (i lgie aay 5y e
Artinya: larangan-larangan syara’ yang diancam oldlah dengan
hukuman had atau ta’zir.
. Objek Pembahasan Hukum Pidana Islam
Dari beberapa pemaparan diatas kita bisa mengedbtahwa objek

pembahasan hukum pidana Islam secara garis besahdtkum-hukum

syara’ yang menyangkut dengan masalah tindak pidandaukumannya.

15 Abdul Qadir AudahAt-Tasyri’ Al-jinay Al-Islamy Beirut: Dar Al-Kitab Al *Araby Juz |,

tanpa tahun, him. 4.

18 Abi Ya'la Muhammad ibn Al Husaiml-Ahkam Al-SultoniyatSurabaya: Maktabah Ahmad

ibn Sa’ad, 1974, him. 234
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3. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Secara singkat dapat dijelaskan bahwa suatu pearbudapat

dianggap delik (jarimah) bila terpenuhi syarat dakun. Adapun rukun

jarimah dapat dikategorikan menjadi 2 (dua): peaamukun umum

artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi padapsgdiamah. Kedua,

unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus tatpgrada jenis jarimah

tertentu.

Adapun yang termsuk unsur-unsur umum jarimah adalah

a. Unsur Formil (Adanya undang-undang atau nash)a@eqierbuatan
tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidgladdipidana
kecuali adanya nash atau undang-undang yang mengatiDalam
hukum posrtif masalah ini dikenal dengan istilahsakegalitas, yaitu
suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum diakpeya tidak
dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang
mengundangkannya. Dalam syari’at Islam lebih dikdeagan istilah
ar-rukn as-syari

b. Unsur materil (sifat melawan hukum) artinya adanyagkah laku
seseorang yang membentuk jarimah , baik dengam gikabuatan
maupun sikap tidak berbuat. Dalam hukum pidanamisiasur ini
dikenal dengaar-rukn al madi

c. Unsur Moril (pelakunya mukallaf) artinya pelaku ijaah adalah

orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban piderhadap
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jarimah yang dilakukannya. Dalam syari’at Islametist ar-rukn al
adabi'’
4. Macam-Macam Jarimah
Diantara pembagian yang paling penting adalah pgiabayang
ditinjau dari segi hukumnya, jarimah ini terbagdlatam tiga bagiah®
a. Jarimah Hudud
Jarimah Hudud vyaitu perbuatan melanggar hukum yeng dan
ancaman hukumannya ditentukan oleh nas yaitu hukumdud (hak
Allah). Hukuman hudud yang dimaksud tidak mempunjaias
terendah dan tertinggi serta tidak bisa dihapuskah perorangan (si
korban atau walinya) atau masyarakat yang mewdkiil amri).
Jarimah hudud ini ada tujuh macam, antarafain:
1) Jarimah Zina
2) Jarimah Qadzaf
3) Jarimah Syurbul Khamr
4) Jarimah Pencurian
5) Jarimah Hirabah
6) Jarimah Riddah
7) Jarimah Al Bagyu (Pemberontakan)

b. Jarimah Qishash dan Diat

" Ahmad Wardi MuslichPengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam; Fikih Jiaykakarta:
Sinar Grafika, 2004, him. 29.

8 Ahmad HanafiAsas-Asas Hukum Pidana Isladakarta: PT Bualan Bintang, Cet. Ke-5,
1993, him. 7.

9 Ahmad Wardi MuslihQpcit, him. 17-18.
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Jarimah qgishash dan diat adalah jarimah yang dmardengan
hukuman gishash dan diat. Jarimah gishash dannilianya ada dua
macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan, nanaudipkriuas ada

lima macam, yaitu:

1) Pembunuhan Senggjaidll 2e=ll)
2) Pembunuhan Menyerupai Sengfjdll 4 aall)
3) Pembunuhan Karena Kesalghadi!l ¢Uaall)
4) Penganiayaan Sengdja s>l 2l
5) Penganiayaan tidak Sengfja sl ¢Uaall )2
c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta’zir adalah jarimah yang diancam dengakutman
ta’zir. Ta'zir diartikanar Rad wa al Man’y artinya menolak dan
mencegah. Akan tetapi menurut istilah, sebagaimdikamukakan
imam Al Mawardi bahwa ta’zir itu adalah hukuman gierkan atas
dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumrmgieh
syara'?'sebagimana Jarimah ditinjau dari segi waktu dibmgnjadi
dua bagian:
1) Jarimah sengaja
2) Jarimah tidak sengaja

Dari segi objeknya, jarimah ada dua macam:

1) Jarimah perseorangdnps! s> 2l 31 )

20 |bid, him. 18-19.
2L1bid, him. 19.
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2) Jarimah Masyarakdta > i deleall)

Jarimah ditinjau dari segi tabi’atnya ada dua bagia

1) Jarimah biasf !> dle )

2) Jarimah politik{ a3l s Al )72

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakawe@erbuatan

yang masuk ke dalam jarimah hudud dan gishosh Ossaifat limitatif, yaitu
pada delik delik tertentu saja yang sudah ditemtudah nas, baik al Qur'an
maupun hadits. Delik delik yang masuk dalam ke jdmanah tersebut juga
terikat oleh syarat syarat tertentu. Oleh karemapélanggaran tindak pidana
dalam pilkada sebagai suatu kejahatan yang betak#@da kemadhorotan
yang besar dapat dimasukan ke dalam jarimah tgaitu jarimah yang
diancam dengan hukuman ta'zir (selain hudud damasjis diyat) di mana
pelaksanaanya baik yang jenis larangannya ditentakeh nas atau tidak,
baik perbuatan itu menyangkut hak Allah atau haloga@gan, hukumannya

diserahkan sepenuhnya kepada penguasa.

22 |bid, him. 27.



